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Abstract

Professional associations play a crucial role in providing legal protection for medical personnel in
Indonesia. Through various initiatives, including legal support, advocacy, and education on legal
rights and obligations, professional associations help medical personnel face legal challenges and
the risk of malpractice. In addition, professional associations play a role in maintaining standards
of professionalism and quality of medical services by encouraging continuing education and
implementing strict codes of ethics and standards of practice. Therefore, the existence of professional
associations provides a sense of security and confidence for medical personnel, enabling them to
focus on providing optimal health services to the community.
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Abstract

Perhimpunan profesi memegang peran yang krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi
tenaga medis di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif, termasuk dukungan hukum, advokasi, dan
edukasi mengenai hak dan kewajiban hukum, perhimpunan profesi membantu tenaga medis
menghadapi tantangan hukum dan risiko malapraktik. Selain itu, perhimpunan profesi berperan
dalam menjaga standar profesionalisme dan kualitas layanan medis dengan mendorong pendidikan
berkelanjutan dan menerapkan kode etik serta standar praktik yang ketat. Oleh karena itu, keberadaan
perhimpunan profesi memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi tenaga medis, memungkinkan
mereka untuk fokus pada memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Kata kunci: Perhimpunan Profesi, Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum medis di Indonesia telah mengalami dinamika, seiring dengan
meningkatnya kompleksitas layanan kesehatan dan kesadaran hukum di kalangan
masyarakat. Hukum medis adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara tenaga
medis, pasien, dan penyelenggara layanan kesehatan dengan tujuan melindungi hak-hak dan
kewajiban semua pihak yang terlibat. Pada tahun-tahun sebelumnya, regulasi terkait hukum
medis di Indonesia masih terbatas dan banyak kasus yang belum diatur secara jelas, sehingga
menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis. Namun, dengan hadirnya beberapa
undang-undang seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran (UU No. 29 Tahun 2004) dan
Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009), ada upaya konkrit untuk memberikan
payung hukum yang lebih jelas bagi para pelaku di sektor Kesehatan (Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 2014).

Di samping regulasi formal, perkembangan hukum medis di Indonesia juga ditandai
dengan peningkatan peran perhimpunan profesi dan lembaga etis dalam mengawal praktik
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kedokteran dan kesehatan. Perhimpunan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan
Perawat Nasional Indonesia (PPNI), serta Komisi Disiplin dan Etik Medis, aktif memberikan
panduan, tata cara, dan penegakan standar etika profesi yang sesuai dengan perkembangan
hukum terkini. Selain itu, semakin banyak program pendidikan dan pelatihan diberikan
kepada tenaga medis mengenai hak dan kewajiban hukum serta prosedur untuk mengurangi
risiko hukum dalam praktik sehari-hari (Pranoto, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus hukum yang melibatkan tenaga medis di
Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak tenaga medis, termasuk
dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, menghadapi berbagai bentuk ancaman
hukum, baik berupa gugatan malpraktik, tuduhan kelalaian, maupun pelanggaran etika
profesi. Gugatan malpraktik terjadi ketika pasien atau keluarganya merasa dirugikan akibat
tindakan atau keputusan medis yang dianggap tidak sesuai dengan standar profesi (Yuwono,
2020). Kasus malpraktik ini bisa diajukan ke pengadilan dan dokter yang terbukti bersalah
dapat dikenai sanksi hukum, ganti rugi finansial, dan bahkan pencabutan izin praktik.
Tuduhan kelalaian medis juga menjadi ancaman serius, di mana tenaga medis dianggap telah
melakukan tindakan atau pengabaian yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis
kepada pasien. Tuduhan ini bisa muncul dari berbagai skenario, seperti salah diagnosis, salah
pemberian obat, atau kegagalan dalam memberikan perawatan yang tepat waktu (Kurniawan
& Adi, 2024).

Selain itu, pelanggaran etika profesi adalah ancaman yang tidak kalah penting di
bidang kesehatan. Pelanggaran seperti ini berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tidak
sesuai dengan kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga terkait seperti
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Contoh
pelanggaran etika mencakup perilaku tidak profesional, pelanggaran privasi pasien, dan
konflik kepentingan. Sanksi untuk pelanggaran etika profesi bisa sangat beragam, mulai dari
teguran dan pembinaan hingga pencabutan lisensi praktik (Sasmita, 2020). Dalam era digital,
pelanggaran yang melibatkan informasi di media sosial juga menjadi perhatian serius, di
mana tenaga medis harus sangat berhati-hati menjaga kerahasiaan informasi pasien. Semua
ancaman ini menuntut tenaga medis tidak hanya kompeten dalam bidang Klinis, tetapi juga
memahami aspek hukum dan etika yang mengatur praktik mereka. Kondisi ini menimbulkan
kekhawatiran tidak hanya bagi para tenaga medis itu sendiri, tetapi juga masyarakat luas
yang mengharapkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman (Marpaung & Putra,
2023).

Peran perhimpunan profesi dalam konteks ini sangat esensial. Perhimpunan profesi,
seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan
organisasi sejenis lainnya, memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggotanya dari
berbagai ancaman hukum dan membantu mereka manakala terjadi konflik hukum. Fungsi
nyata dari perhimpunan profesi meliputi advokasi, pendampingan hukum, penyediaan
pendidikan reguler mengenai prosedur hukum dan etika profesi, serta mediasi dengan pihak-
pihak terkait (Wijaya & Sari, 2021). Namun, meskipun perhimpunan profesi telah berupaya
memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya, masih terdapat banyak tantangan dan
hambatan yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah kendala regulasi yang kerap kali
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belum mampu memberikan jaminan perlindungan yang memadai, birokrasi yang rumit, dan
masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan tenaga medis (Lestari, 2023).

Penelitian ini untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana peran perhimpunan
profesi dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis di Indonesia. Selain itu,
diperlukan evaluasi mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan serta
identifikasi terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perhimpunan profesi.

METODE

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur,
atau studi pustaka, adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan
data yang relevan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan
penelitian, dan dokumen lainnya. Metode ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis
temuan-temuan dari literatur yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian atau
mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik tertentu (Paré &
Trudel, 2007); (Borenstein et al., 2009). Prosesnya mencakup pencarian literatur yang
sistematis, penyeleksian sumber yang relevan, analisis kritis terhadap temuan sebelumnya,
dan penggabungan hasil dari berbagai sumber untuk menyusun argumen atau landasan
teoritis yang kuat. Penelitian literatur sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan
pengetahuan, mendukung hipotesis penelitian, dan menetapkan konteks sejarah atau
perkembangan terkini dalam bidang studi tertentu (Silverman, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Perhimpunan Profesi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis

Perhimpunan profesi memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan
hukum bagi tenaga medis. Sebagai badan yang menaungi anggota dari profesi tertentu,
perhimpunan profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (ID1) dan Persatuan Perawat Nasional
Indonesia (PPNI) bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengawasi, dan menegakkan
standar profesi yang ketat. Standar ini meliputi pedoman praktik, kode etik, dan pedoman
perilaku yang harus diikuti oleh seluruh anggotanya. Dengan demikian, anggota memiliki
kerangka kerja yang jelas yang harus diikuti untuk menghindari pelanggaran hukum dalam
praktik mereka (Hariyanto et al., 2018).

Perhimpunan profesi juga menawarkan pelatihan dan pengembangan profesional
berkelanjutan yang sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga medis tetap up-to-date
dengan perkembangan terbaru dalam bidang medis dan hukum. Melalui program pelatihan
ini, tenaga medis dapat mengenali dan menghindari potensi konflik legal serta memahami
perubahan dalam regulasi dan standar medis. Kehadiran pelatihan semacam ini mengurangi
risiko malpraktek dan tuduhan kelalaian yang dapat berujung pada gugatan hukum
(Purnamasari & Wiryawan, 2017).

Selain itu, perhimpunan profesi berfungsi sebagai penasihat hukum bagi anggotanya.
Jika seorang tenaga medis menghadapi masalah hukum, perhimpunan profesi akan
menyediakan dukungan berupa penasehat hukum dan bimbingan tentang cara terbaik untuk
menghadapi situasi tersebut. Dukungan ini meliputi bantuan dalam memahami peraturan
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yang relevan, menyiapkan strategi pertahanan, dan juga memberikan representasi hukum
jika diperlukan. Hal ini sangat penting terutama bagi tenaga medis yang mungkin tidak
familiar dengan aspek hukum dari profesi mereka (Setiawan, 2024).

Peran advokasi dari perhimpunan profesi tidak dapat diabaikan. Perhimpunan profesi
sering kali berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dan legislasi yang terkait dengan
praktik medis. Dengan melakukan lobi kepada pembuat kebijakan dan pemerintah, mereka
dapat memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang ada mendukung serta
melindungi hak-hak tenaga medis. Perhimpunan profesi juga bekerja sama dengan badan
pengawas dan regulator untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang ditetapkan dipatuhi
secara adil dan konsisten (Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), 2019).

Perhimpunan profesi juga terlibat dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan
tenaga medis. Mereka bisa bertindak sebagai mediator yang netral dalam menyelesaikan
konflik antara pasien dan tenaga medis di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif
seperti mediasi sering kali lebih cepat, kurang mahal, dan lebih rahasia dibandingkan dengan
proses pengadilan. Dengan demikian, peran perhimpunan profesi dalam menyediakan jalur
penyelesaian sengketa yang efektif memberikan perlindungan tambahan bagi tenaga medis
(Hambali, 2021).

Satu lagi peran penting dari perhimpunan profesi adalah mengadakan seminar,
workshop, dan sesi informasi mengenai hukum kesehatan dan etika medis. Kegiatan ini
memberikan platform bagi para tenaga medis untuk berdiskusi dan memahami aspek hukum
yang kompleks dari profesi mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang undang-
undang dan regulasi, tenaga medis dapat lebih berhati-hati dalam praktik mereka dan
mengurangi risiko tuntutan hukum (Prasetyo & Wibowo, 2022).

Perhimpunan profesi juga penting dalam membentukan jaringan profesional yang
kuat. Melalui keanggotaan dalam organisasi ini, tenaga medis dapat saling berbagi
informasi, pengalaman, dan saran tentang berbagai tantangan hukum yang mereka hadapi
dalam praktik sehari-hari. Jaringan ini bisa menjadi sumber dukungan moral dan praktis,
membantu tenaga medis merasa lebih aman dan terlindungi dalam menghadapi ancaman
hukum (Rahardjo, 2022).

Kedudukan perhimpunan profesi juga menjadi penting dalam melakukan audit serta
pengawasan terhadap praktik medis anggotanya. Dengan melakukan audit berkala dan
pengawasan terhadap praktik-praktik medis, perhimpunan profesi dapat mengidentifikasi
masalah potensial sebelum menjadi isu hukum yang serius. Pengawasan ini memastikan
bahwa standar tinggi kualitas layanan kesehatan dipertahankan, dan tenaga medis
mendapatkan umpan balik yang konstruktif (Nuraini, 2021).

Adanya komite etik dan dewan disipliner dalam perhimpunan profesi berfungsi untuk
menegakkan kode etik dan menyelidiki pelanggaran. Ketika ada laporan tentang perilaku
tidak etis atau malpraktik, komite ini akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan
menentukan tindakan disipliner yang sesuai. Proses ini memberikan jaminan tambahan bagi
masyarakat bahwa tenaga medis tunduk pada standar profesional yang ketat, sekaligus
melindungi anggota yang mungkin dituduh secara tidak adil (Handayani & Putri, 2023).
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Dengan demikian, melalui berbagai peran ini, perhimpunan profesi memberikan
perlindungan hukum yang komprehensif bagi tenaga medis. Mereka menyediakan
pendidikan berkelanjutan, dukungan hukum, advokasi kebijakan, mediasi, pengawasan, dan
sanksi disipliner yang semuanya berkontribusi untuk meminimalkan risiko hukum dan
mendukung praktik medis yang aman dan etis. Peran ini tidak hanya melindungi tenaga
medis, tetapi juga memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas tinggi
sesuai dengan standar etika dan hukum yang ditetapkan.

Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis

Tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, memainkan
peran krusial dalam sistem kesehatan masyarakat. Mengingat krusialnya peran tersebut,
penting bagi mereka untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan terlindungi secara
hukum. Perlindungan hukum bagi tenaga medis ini berfungsi untuk memastikan bahwa
mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut terhadap tuntutan hukum yang tidak
berdasar (Santoso & Nugroho, 2020).

Di Indonesia, beberapa undang-undang dan peraturan telah disusun untuk
memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis, antara lain Undang-Undang Praktik
Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, dan Peraturan Menteri terkait. Undang-undang ini
mengatur tanggung jawab dan hak tenaga medis serta memberikan pedoman mengenai
praktik profesional yang seharusnya dilakukan (Asmarani & Wulandari, 2022).

Kendati kerangka hukum sudah disiapkan, efektivitas perlindungan hukum masih
kerap dipertanyakan. Tantangan yang sering muncul adalah kurangnya sosialisasi dan
pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum di kalangan tenaga medis. Banyak tenaga
medis yang belum sepenuhnya memahami perlindungan hukum yang dimiliki, sehingga sulit
memanfaatkan hak-hak mereka ketika menghadapi permasalahan hukum (Widodo &
Anggraeni, 2021).

Munculnya kasus malpraktik atau kesalahan medis sering kali menyebabkan tenaga
medis menghadapi tuntutan hukum. Dalam beberapa kasus, tuntutan tersebut berujung pada
kriminalisasi tenaga medis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan hukum,
implementasinya belum optimal untuk melindungi tenaga medis dari tuntutan yang tidak
adil atau tidak proporsional (Hermawan & Rahman, 2023).

Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan organisasi terkait
lainnya mempunyai peran penting dalam membantu meningkatkan efektivitas perlindungan
hukum. Mereka dapat memberikan advokasi, bimbingan, dan pembelaan hukum bagi
anggota yang menghadapi permasalahan. Organisasi ini juga berperan dalam memberikan
edukasi agar tenaga medis memahami hak-hak dan kewajiban hukum mereka (Kartika,
2024).

Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari institusi kesehatan,
seperti rumah sakit, dalam melindungi tenaga medisnya. Kadang kala, tenaga medis
dibiarkan menghadapi permasalahan hukum sendirian tanpa dukungan institusinya. Selain
itu, persepsi publik terhadap tenaga medis bisa menjadi tantangan, terutama apabila terjadi
kasus yang mendapat sorotan media secara luas (Wibisono, 2025).
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Upaya nyata perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum
ini, seperti memperkuat regulasi, memberikan pelatihan hukum kepada tenaga medis, dan
memastikan bahwa setiap institusi kesehatan memiliki program dukungan hukum yang
memadai. Edukasi yang berkelanjutan dan pembaruan regulasi sesuai dengan perkembangan
zaman sangatlah penting (Setiawan, 2024).

Dengan demikian, Efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga medis merupakan
aspek penting yang memerlukan perhatian lebih. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang
disusun, peningkatan dalam penerapan, pemahaman, dan dukungan praktis di lapangan
masih sangat diperlukan. Perlindungan hukum yang efektif akan memastikan bahwa tenaga
medis dapat bekerja dengan lebih aman dan fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan
berkualitas kepada masyarakat.

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis

Perlindungan hukum bagi tenaga medis merupakan aspek yang sangat penting
mengingat peran vital yang dimainkan oleh tenaga medis dalam menjaga kesehatan
masyarakat. Namun, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya
memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Pertama, salah satu tantangan terbesar
adalah kompleksitas hukum kesehatan itu sendiri. Hukum kesehatan sering melibatkan
berbagai undang-undang, peraturan, dan standar profesional yang harus dipahami dan
diterapkan oleh tenaga medis. Ketidakpahaman atau interpretasi yang salah terhadap regulasi
ini dapat mengakibatkan masalah hukum bagi tenaga medis (Ikatan Dokter Indonesia (IDI),
2022).

Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak dan kewajiban tenaga medis juga
merupakan hambatan signifikan. Banyak tenaga medis yang tidak sepenuhnya memahami
hak-hak mereka dalam hal perlindungan hukum. Sosialisasi yang kurang -efektif
menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap pelanggaran hukum dan tidak mampu
melindungi diri mereka sendiri secara memadai. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan
pelatihan mengenai aspek hukum dalam profesi medis perlu menjadi prioritas (Nasution &
Rauf, 2019).

Hambatan lain yang krusial adalah sering terjadinya konflik antara kewajiban
profesional tenaga medis dengan situasi di lapangan. Dalam kondisi darurat atau situasi yang
penuh tekanan, tenaga medis sering kali dihadapkan pada keputusan sulit yang dapat
menimbulkan risiko hukum. Misalnya, dalam kasus pasien darurat yang tidak memiliki
asuransi kesehatan atau dokumen identitas, tenaga medis harus memutuskan apakah akan
memberikan perawatan segera atau menunggu konfirmasi administratif, yang kedua-duanya
bisa berisiko hukum (Darmanto, 2022).

Juga, adanya budaya kurangnya pelaporan dan ketidakpercayaan terhadap sistem
hukum memperparah kondisi ini. Banyak tenaga medis yang enggan melaporkan
pelanggaran atau kejadian medis yang tidak diinginkan karena takut akan konsekuensi
hukum atau retaliasi. Ketidakpercayaan ini disebabkan oleh insiden-insiden sebelumnya di
mana tenaga medis dijadikan kambing hitam secara tidak adil dalam kasus malpraktik atau
kesalahan medis (Wiradinata, 2025).
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Selain itu, terdapat pula hambatan struktural dalam sistem kesehatan itu sendiri.
Misalnya, rumah sakit atau fasilitas kesehatan sering kali tidak memberikan dukungan
hukum yang memadai bagi tenaga medis mereka. Banyak institusi kesehatan tidak memiliki
departemen hukum atau penasihat hukum yang khusus menangani masalah-masalah hukum
tenaga medis. Kekurangan ini membuat tenaga medis lebih berisiko terkena tuntutan hukum
tanpa dukungan yang memadai (Utomo & Siregar, 2025).

Tidak kalah penting adalah faktor beban kerja yang tinggi dan kelelahan fisik serta
mental yang dialami oleh tenaga medis. Kondisi ini bisa mengarah pada kesalahan yang
tidak disengaja, yang kemudian dapat menyebabkan masalah hukum. Beban kerja yang berat
dengan jam kerja yang panjang sering kali memperburuk kemampuan tenaga medis untuk
memberikan perawatan yang optimal dan mematuhi regulasi hukum secara ketat (Pranoto,
2019).

Selanjutnya, aspek perlindungan dalam hal keselamatan fisik dan mental juga harus
diperhatikan. Tenaga medis tidak jarang mengalami kekerasan fisik maupun verbal dari
pasien atau keluarga pasien. Kondisi ini tidak hanya membahayakan kesehatan dan
keselamatan mereka tetapi juga bisa berdampak pada performa mereka dalam memberikan
pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya juga bisa berimplikasi pada aspek hukum
(Yuwono, 2020).

Dalam mengatasi segala hambatan dan tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara
pemerintah, institusi kesehatan, asosiasi profesi, dan tenaga medis itu sendiri. Diperlukan
kebijakan yang komprehensif serta sistem pendukung yang kuat untuk memastikan bahwa
tenaga medis mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Ini termasuk peningkatan
edukasi hukum, pemberian dukungan hukum, dan penciptaan lingkungan kerja yang aman
dan kondusif bagi mereka. Hanya dengan demikian, tenaga medis dapat bekerja dengan
tenang dan fokus, tanpa harus dikhawatirkan oleh isu-isu hukum yang mengancam profesi
mereka.

KESIMPULAN

Perhimpunan profesi memiliki peran yang sangat vital dalam perlindungan hukum
bagi tenaga medis di Indonesia. Melalui berbagai program dan kegiatan yang diorganisir,
mereka mampu memberikan dukungan hukum serta advokasi yang diperlukan oleh tenaga
medis ketika menghadapi berbagai tantangan atau sengketa hukum. Selain itu, perhimpunan
profesi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan
kewajiban tenaga medis di bawah payung hukum yang ada, sehingga dapat meminimalisir
risiko malapraktik dan pelanggaran etis.

Selain memberikan perlindungan hukum, perhimpunan profesi juga memainkan
peran penting dalam menjaga standar profesionalisme dan kualitas pelayanan medis di
Indonesia. Dengan mendorong anggotanya untuk terus mengikuti pelatihan dan pendidikan
berkelanjutan, serta menetapkan kode etik dan standar praktik yang ketat, perhimpunan
profesi memastikan bahwa tenaga medis selalu bekerja sesuai dengan pedoman dan regulasi
yang ada. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan tetapi juga
memberikan rasa aman kepada tenaga medis dalam menjalankan tugasnya.
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Secara keseluruhan, kontribusi perhimpunan profesi dalam perlindungan hukum bagi
tenaga medis tidak dapat diabaikan. Mereka menjadi garda terdepan dalam mendampingi
tenaga medis, terutama dalam situasi yang rentan dan penuh tantangan. Dengan adanya
dukungan dari perhimpunan profesi, tenaga medis di Indonesia dapat bekerja dengan lebih
percaya diri dan fokus pada pelaksanaan tugas mereka dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang optimal kepada masyarakat.
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